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ABSTRAK 

 

Ahmad Saiful (2024): Perlindungan Hukum atas Ciptaan Gambar yang    

Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence Art 

Generator 

 

Artificial Intelligence (AI) dalam bidang seni rupa mengalami 

perkembangan yang sangat cepat. Munculnya AI art generator mendisrupsi 

makna penciptaan suatu karya seni rupa yang sudah lama dikenal. AI art 

generator memiliki fitur yang mempermudah penggunanya untuk menciptakan 

gambar, cukup memasukkan deskripsi teks, maka AI akan langsung menghasilkan 

gambar seperti yang diinginkan pengguna. Proses pembuatan karya seni rupa ini 

kemudian menimbulkan polemik mengenai apakah karya seni rupa yang 

dihasilkan oleh AI Art Generator memenuhi syarat sebagai suatu ciptaan yang 

dilindungi oleh hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ciptaan 

gambar yang dihasilkan AI Art Generator termasuk ciptaan yang dilindungi 

(copyrightable work) atau bukan. Selain itu penelitian ini juga mengkaji ius 

constituendum perlindungan hak cipta di Indonesia berkaitan dengan ciptaan 

gambar yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence.  

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik data 

studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki 

pengaturan yang tegas mengenai dapat atau tidaknya karya gambar yang 

dihasilkan AI Art Generator dilindungi hak cipta. Dengan demikian, ius 

constituendum perlindungan hak cipta terhadap ciptaan gambar yang dihasilkan 

Artificial Intelligence di Indonesia mengarah pada perlunya pengaturan yang 

detail dan konkrit sehingga dapat memberikan kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Ius Constituendum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Teknologi adalah salah satu ciptaan manusia yang akan selalu 

berkembang seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, teknologi sudah 

merambah ke dalam setiap aspek kehidupan manusia di berbagai negara. 

Tidak hanya di negara-negara maju saja, melainkan negara berkembang 

pun turut berlomba-lomba untuk melakukan inovasi di bidang teknologi. 

Saat ini konektivitas manusia, mesin dan data semakin dekat. Artificial 

Intelligence merupakan salah satu teknologi yang keberadaannya semakin 

digencarkan oleh berbagai negara karena manfaatnya yang meringankan 

pekerjaan manusia bahkan dapat menggantikan beberapa peran manusia. 

1
Artificial Intelligence diwujudkan dalam bentuk program komputer yang 

memiliki kemampuan seperti manusia untuk berpikir.
2
 

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan, merupakan 

salah satu perkembangan teknologi yang saat ini kian menjadi perhatian 

banyak negara. Demi menghadapi perkembangan dan pemanfaatan 

teknologi baru yang semakin pesat, maka diperlukan kesiapan regulasi 

peraturan perundang-undangan yang matang dalam mengakomodasi 

                                                             
1
 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala BRIN: Stranas AI Tonggak Penerapan 

Teknologi Kecerdasan Artifisial Indonesia, artikel dari https://www.bppt.go.id/en/berita-

bppt/kepala-brin-stranas-ai-tonggak-penerapan-teknologi-kecerdasan-artifisial-indonesia. diakses 

pada 24 Desember 2023. 
2
 John McCarthy, What is Artificial Intelligence?, artikel dari https://www-

formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf . diakses pada 26 Desember 2023. 
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perkembangan Artificial Intelligence.
3
 Artificial Intelligence (AI) menjadi 

salah satu dari 5 (lima) teknologi utama yang menyokong Revolusi 

Industri 4.0, yakni Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial 

Intelligence (AI), Cloud Computing, dan Additive Manufacturing.
4
 

Munculnya Revolusi Industri 4.0 ini mengubah kebiasaan manusia dalam 

memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan semakin masifnya sistem 

otomatisasi. Sistem otomatisasi meminimalisir keterlibatan manusia, dan 

menggantinya dengan mesin robotik atau program komputer. Semakin 

besarnya partisipasi sistem teknologi dan informasi dalam menggerakkan 

roda perekonomian di era Revolusi Industri 4.0 ini tidak hanya berimbas di 

sektor industri saja, tetapi mulai merambah ke sektor jasa keuangan, 

transportasi, dan juga di bidang industri kreatif seperti musik dan seni 

rupa. 

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang 

dikembangkan untuk menyamai kecerdasan manusia, dengan mempelajari 

prosedur berpikir dan berperilaku manusia secara terus menerus (self-

learning), sehingga pada akhirnya AI tersebut mampu melakukan 

tindakannya sendiri (autonomous). Teknologi AI saat ini telah mencapai 

gelombang keempat (fourth wave) AI, yang menekankan pada kemampuan 

otomatisasi (autonomous). AI tidak lagi sekedar sebagai alat bantu 

                                                             
3
 Yusuf, Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen 

Aptika, artikel dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-

pengembangan-ai-di-indonesia/. diakses pada 2 Januari 2024. 
4
 Leski Rizkinaswara, Revolusi Industri 4.0, artikel dari 

https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/. diakses pada 3 Januari 2024. 
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manusia untuk memudahkan pekerjaan, tetapi AI saat ini telah mampu 

bekerja secara mandiri, menciptakan hasil karya secara autonomous lewat 

data-data yang telah dikumpulkan. Kemampuan AI meningkat dari sekedar 

mengerjakan tugas penghitungan dan pendataan, kepada memproses dan 

mengolah informasi selayaknya otak manusia.
5
 

Contoh dari perkembangan AI yang semakin autonomous adalah 

Magenta. Magenta adalah program AI yang dibuat oleh perusahaan 

teknologi Google, yang mensimulasikan cara kerja otak manusia untuk 

menciptakan musik tanpa perlu bantuan yang signifikan dari manusia itu 

sendiri. Ide awal dari sistem Magenta adalah membuat karya musik yang 

orisinil dan kreatif sebagaimana kita membuat pesawat roket. Dalam 

membuat pesawat roket, yang dibutuhkan adalah mesin roket dan sejumlah 

bahan bakar. Mesin roket disamakan dengan Algoritma (learning 

algorithms), dan bahan bakar adalah data-data yang diinput oleh 

programmer. Dengan mengisi learning algorithm menggunakan data-data, 

maka pesawat roket siap untuk meluncur (take off). Magenta berlandaskan 

pada data-data tersebut, kemudian mampu menciptakan musik sendiri, dan 

hasil karya musik ini di luar dari kehendak programmer. Programmer 

hanya bertugas melakukan input data, dan membiarkan program AI untuk 

belajar dan menciptakan hasil karya sendiri.
6
 

                                                             
5
 Courtney White dan Rita Matulionyte, Artificial Intelligence Painting The Bigger 

Picture for Copyright Ownership, artikel dari https://ssrn.com/abstract=3498673. diakses pada 7 

Januari 2024. 
6
 John-Stewart Gordon, Artificial Moral and Legal Personhood, (London: Springer 

Verlag, 2021), h. 2. 
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Penerapan AI di bidang industri seni dan kreatif lain yang sedang 

populer dibicarakan masyarakat internet akhir-akhir ini adalah AI Art 

Generator. AI Art Generator merupakan program yang didesain untuk 

menciptakan karya seni lukis dengan memanfaatkan teknologi artificial 

intelligence. AI Art Generator mampu menciptakan karya seni lukis 

dengan berbagai variasi, seperti gambar 2 dimensi, model 3 dimensi, 

maupun kombinasi dari keduanya.
7
 AI Art Generator disokong oleh 

algoritma machine learning yang diprogram untuk mempelajari pola dan 

gaya dari ribuan karya seni lukis yang sudah eksis, untuk kemudian diolah 

menjadi suatu karya seni baru.
8
 

Dall-E sebagai salah satu program AI Art Generator yang paling 

sukses saat ini, mampu menciptakan hasil karya sendiri berlandaskan data-

data yang dihimpun oleh programmer.
9
 Alih-alih menciptakan musik 

seperti Magenta, Dall-E mampu membuat karya seni visual berupa gambar 

dan/atau lukisan. Metode pembuatannya pun sangat mudah, pengguna 

cukup mengakses website Dall-E, sign-up, kemudian mengetikkan prompt 

tentang hal apa yang ingin digambar. Prompt ini dapat ditulis sekreatif dan 

sebebas mungkin. Peneliti misalnya, mengetikkan prompt berupa 

“Seorang pria sedang duduk di kursi sambil membaca buku”, program 

Dall-E beberapa saat kemudian akan menghasilkan gambar-gambar yang 

                                                                                                                                                                       
 

7
 AI Art Generator Overview, artikel dari https://renaissancerachel.com/ai-art-generator-

overview/. diakses pada 8 Januari 2024. 
8
 Christopher McFadden, The Rise of AI art: What is it, and is it really art?, artikel dari 

https://interestingengineering.com/culture/what-is-ai-generated-art. diakses pada 9 Januari 2024. 
9
 AI Art Generator Overview, Op.Cit. 
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sesuai dengan prompt tadi. Hanya membutuhkan beberapa menit, Dall-E 

mampu membuat karya seni lukis layaknya illustrator. 

Data-data yang digunakan untuk melatih sistem algoritma AI Art 

Generator dihimpun dari karya-karya seniman yang diunggah bebas di 

internet, tanpa meminta izin kepada para pencipta terlebih dahulu, dan 

hanya berlindung pada doktrin fair use. Setiap karya yang dijadikan basis 

data ini, tentu terdapat hak cipta yang melekat padanya. Ribuan data-data 

ini ketika digunakan oleh program AI Art Generator untuk menciptakan 

karya seni lukis baru, akan berpotensi menimbulkan masalah, baik dari 

segi etika maupun hukum kekayaan intelektual. Munculnya problematika 

ini dikarenakan belum adanya peraturan yang pasti tentang pendaftaran 

hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh program AI. Banyak pertanyaan 

yang kemudian timbul seperti: apakah karya seni rupa yang dihasilkan 

program AI Art Generator bisa diklaim sebagai hak cipta? Jika dapat 

diklaim sebagai hak cipta, siapakah pihak yang bertindak sebagai 

pemegang hak cipta? Apakah programmer AI tersebut, pengguna program 

AI, atau justru AI itu sendiri?
10

 Masalah-masalah seputar legal standing 

AI ini yang sedang dirasakan di beberapa negara maju, seperti Inggris, 

Amerika Serikat, dan negara-negara di Uni Eropa.
11

 

                                                             
10

 James Vincent, The Scary Truth about AI Copyright is Nobody Knows What Will 

Happen Next, artikel dari https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-

infringement-legal-fair-use-training-data. diakses pada 10 Januari 2024. 
11

 Pin Lean Lau, The Extension of Legal Personhood in Artificial Intelligence, (Bioetica 

& Derecho: Universitat De Barcelona, 2019), h. 46. 
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AI Art Generator yang kegunaannya untuk menghasilkan karya 

seperti contoh yang sudah disebutkan di atas tentu saja dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan 

pembuatan karya gambar dengan Artificial Intelligence melibatkan 3 (tiga) 

pihak sekaligus yaitu developer, Artificial Intelligence, dan pengguna. 

Tidak ada kejelasan siapa pihak yang berhak atas karya gambar buatan 

Artificial Intelligence tersebut. Permasalahan yang lebih rumit ada pada 

status perlindungan hak ciptanya. Setiap karya yang dihasilkan oleh AI Art 

Generator menggunakan ciptaan-ciptaan sejenis yang dijadikan data untuk 

membuat ciptaan baru. Bahkan ciptaan-ciptaan yang digunakan adalah 

ciptaan yang dilindungi hak cipta. 

Inggris telah mengambil sikap terhadap permasalahan ini. Inggris 

mengakui perlindungan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh AI Art 

Generator. Tujuan utama dari perlindungan hak cipta ini semata-mata 

untuk mendorong adanya investasi di Artificial Intelligence, sebab hak 

cipta di Inggris dipandang sebagai alat ekonomi. Oleh karena itu, Inggris 

menuangkan peraturan mengenai perlindungan hak cipta atas ciptaan yang 

dihasilkan program komputer dalam Copyright, Designs and Patents Act 

1988 (“CDPA 1988”).
12

 Inggris telah menyatakan posisinya berkaitan 

dengan ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, namun tidak 

dengan Indonesia. 

                                                             
12

 Consultation Outcome, Artificial Intelligence call for views : copyright and related 

rights, artikel dari https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-

intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-

rights. diakses pada 13 Januari 2024. 
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Permasalahan terkait klaim hak cipta atas suatu karya seni hasil 

ciptaan AI ini kemudian menarik untuk dikaji dari segi peraturan 

perundang-undangan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, 

peneliti terlebih dahulu menganalisa Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 40 UU 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) untuk 

menentukan karya gambar yang dihasilkan AI Art Generator termasuk 

suatu ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta (copyrightable work) atau 

bukan. Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta telah menetapkan secara limitatif 

definisi dari pencipta haruslah berupa “seseorang atau beberapa orang”. 

Artinya, Artificial Intelligence tidak dapat dianggap sebagai pencipta 

menurut UU Hak Cipta. Hal ini menimbulkan masalah pada siapa pihak 

yang berhak atas suatu ciptaan yang sepenuhnya tercipta dari proses 

Artificial Intelligence.  

Kemudian peneliti menganalisa karya gambar yang dibuat melalui 

AI Art Generator memenuhi persyaratan orisinalitas dan fiksasi untuk 

mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Hal ini mengingat AI Art 

Generator membutuhkan karya-karya sejenis untuk melatih sistemnya 

untuk dapat menghasilkan karya baru. Syarat orisinalitas diatur dalam 

Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa ciptaan haruslah 

bersifat khas dan pribadi. Kemudian syarat fiksasi merujuk pada ketentuan 

Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta. Selain itu, Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta 

mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya cipta yang dihasilkan atas 

kemampuan, keterampilan, atau keahlian. Dalam ketentuan ini tidak 
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disebutkan secara spesifik mengenai ciptaan itu harus lahir dari 

kemampuan manusia atau dapat melalui program komputer otonom. Hal 

ini menimbulkan ketidakjelasan pada dapat atau tidaknya karya yang 

dihasilkan AI Art Generator diberikan perlindungan hak cipta. 

AI sebagai subjek hukum hak cipta belum diatur secara jelas di 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Pengaturan yang paling mendekati tentang AI hanya tentang program 

komputer pada Pasal 1 Angka 9 UU Hak Cipta, yang didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Program komputer adalah seperangkat instruksi yang 

diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk 

apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu 

atau untuk mencapai hasil tertentu.” 

Definisi tersebut hanya memperlakukan program komputer/AI 

sebagai objek hukum yang dapat dikenakan hak cipta, bukan sebagai 

subjek hukum. AI hanya dipandang sebagai alat atau instrumen untuk 

membantu manusia menciptakan karya. Hal ini tentu berbeda dengan 

perkembangan definisi AI saat ini yang mampu menciptakan suatu karya 

sendiri secara mandiri, dengan bantuan manusia yang seminimal mungkin 

atau bahkan tanpa bantuan manusia sama sekali. AI yang mendominasi 

pekerjaan atas karya tersebut, bukan sebaliknya. Perkembangan AI yang 

terlampau pesat ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji apakah bisa 
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karya gambar yang dihasilkan oleh AI Art Generator diakui sebagai 

ciptaan yang dilindungi hak cipta? 

Indonesia perlu untuk mempertegas cakupan pengaturan hak cipta 

atas ciptaan yang dihasilkan AI Art Generator terutama ciptaan berupa 

gambar. Hal ini dilakukan mengingat saat ini karya gambar yang 

dihasilkan oleh AI Art Generator lebih mendominasi dibanding karya-

karya jenis lainnya. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan 

pembaharuan hukum. Usaha pembaharuan hukum tidak dapat lepas dari 

adanya politik hukum yang mengidentifikasi perubahan perubahan hukum 

agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik 

hukum tersebut meneruskan arah perkembangan hukum hak cipta yang 

berpijak dari ius constitutum menuju ke penyusunan ius constituendum.
13

 

Ius constituendum menjadi jawaban dari adanya perubahan dalam 

masyarakat yang memunculkan tuntutan kebutuhan hukum salah satunya 

regulasi terkait teknologi. Meskipun demikian, ius constituendum 

ditengah-tengah perkembangan teknologi haruslah tetap berpedoman pada 

nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. 

Pada satu sisi cita-cita hukum berkiblat pada negara-negara maju yang 

teknologinya telah berkembang pesat, namun di sisi lain cita hukum juga 

harus berkiblat pada nilai kultural Indonesia asli yang terkandung dalam 

                                                             
13

 Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 27. 
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Pancasila.
14

 Pengaturan yang bersifat dinamis diperlukan untuk 

mengantisipasi dan menangani setiap risiko di masa depan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN GAMBAR YANG 

DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ART 

GENERATOR”. 

 

B. Batasan Masalah 
 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini hanya sebatas 

melihat berdasarkan bagaimana hukum hak cipta di Indonesia terhadap AI 

Art Generator, dan menentukan ius constituendum perlindungan hak cipta 

gambar yang dihasilkan oleh AI Art Generator di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Ali Taher Parasong, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, artikel dari https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-

pembentukan-peraturan-perundang-undangan/. diakses pada 15 Januari 2024. 
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C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka fokus penelitian ini ada pada rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ciptaan gambar yang dihasilkan oleh AI Art Generator 

termasuk ciptaan yang dilindungi menurut hukum hak cipta di 

Indonesia? 

2. Bagaimana seharusnya ius constituendum perlindungan hak cipta 

gambar yang dihasilkan oleh AI Art Generator di Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian berupa pernyataan mengenai ruang lingkup 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.
15

 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Subjektif 

Tujuan subjektif dari penelitian ini yaitu guna memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

2. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis ciptaan gambar yang 

dihasilkan oleh AI Art Generator apakah termasuk ciptaan yang 

dilindungi menurut hukum hak cipta di Indonesia. 

                                                             
15

 Sri Mamudji, et, al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 15. 
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b. Untuk mengetahui dan mengkaji ius constituendum perlindungan 

hak cipta gambar yang dihasilkan oleh AI Art Generator di 

indonesia dalam hal penentuan pencipta dan pemegang hak cipta, 

pemberian hak eksklusif, dan jangka waktu perlindungannya. 

 

E. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan 

ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI Art 

Generator dalam ruang lingkup hukum hak cipta di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pemikiran dan masukan bagi kebijakan pemerintah, praktisi hukum, 

dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan dan 

perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan gambar yang 

dihasilkan oleh AI Art Generator. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 
 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Bebera lpa l alhli ya lng menjelalska ln terka lit denga ln teori 

perlindunga ln hukum, alntalra l lalin ya litu Fitzgera lld, Sa ltjipto Ralhalrjo, 

Phillipus M Ha ldjon daln Lily Ra lsyidi. Fitzgera lld mengutip istilalh teori 

perlindunga ln hukum da lri Sa llmond ba lhwa l hukum bertujualn 

mengintegra lsika ln da ln mengkoordinalsika ln berba lga li kepentingaln da lla lm 

malsya lra lka lt ka lrenal da lla lm sua ltu lallu lintals kepentinga ln, perlindunga ln 

terhalda lp kepentinga ln tertentu dalpa lt dilalkuka ln denga ln calral membaltalsi 

berbalga li kepentinga ln di lalin pihalk. Kepentinga ln hukum a ldalla lh 

mengurusi ha lk da ln kepentingaln ma lnusia l, sehingga l hukum memiliki 

otoritals tertinggi untuk menentukaln kepentinga ln malnusia l ya lng perlu 

dialtur da ln dilindungi. 

Perlindunga ln hukum halrus melihalt talhalpa ln ya lkni perlindunga ln 

hukum lalhir dalri sua ltu ketentualn hukum da ln sega llal pera lturaln hukum 

ya lng diberikaln oleh malsya lra lka lt ya lng palda l dalsa lrnya l merupa lkaln 

kesepalka ltaln malsya lra lka lt tersebut untuk menga ltur hubunga ln perilalku 

a lntalra l alnggota l-a lnggota l ma lsya lra lka lt da ln a lntalra l perseoralnga ln denga ln 

pemerintalh ya lng dia lngga lp mewa lkili kepentinga ln malsya lra lka lt.
16

 

                                                             
16

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53. 
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Menurut Saltjipto Ralha lrdjo, Perlindunga ln hukum alda llalh 

memberikaln penga lyoma ln terhalda lp halk a lsa lsi malnusial (HAlM) ya lng 

dirugika ln ora lng la lin da ln perlindunga ln itu diberikaln kepalda l malsya lra lka lt 

a lga lr da lpa lt menikmalti semual ha lk-ha lk ya lng diberika ln oleh hukum.
17

 

Menurut Phillipus M. Ha ldjon da llalm Zein ba lhwa l perlindunga ln 

hukum balgi ra lkya lt sebalga li tindalka ln pemerintalh ya lng bersifa lt preventif 

da ln respresif. Perlindunga ln Hukum ya lng preventif bertujualn untuk 

mencegalh terjaldinya l sengketa l, ya lng menga lralhka ln tindalka ln pemerintalh 

bersikalp ha lti-ha lti dallalm penga lmbilaln keputusa ln berdalsa lrkaln diskresi. 

Seda lngka ln perlindunga ln ya lng represif bertujualn untuk menyelesa likaln 

sengketa l ya lng timbul, termalsuk penalnga lna lnnya l di lemba lga l 

peraldilaln.
18

 

Menurut Lili Ra lsjidi da ln I.B Wysa l Putral da lla lm Ka lrsoma l 

ba lhwa l hukum dalpalt difungsika ln untuk mewujudkaln perlindunga ln 

ya lng sifa ltnya l tidalk sekedalr aldalptif daln fleksibel, melalinka ln jugal 

predektif daln a lntipaltif.
19

 Denga ln ura lia ln pa lral a lhli dialta ls memberikaln 

pemalha lmaln ba lhwa l perlindunga ln hukum merupalka ln ga lmba lra ln da lri 

bekerjalnya l fungsi hukum untuk mewujudka ln tujualn-tujua ln hukum, 

ya lkni kea ldilaln, kemalnfa lalta ln daln kepa lstialn hukum. Perlindunga ln 

hukum alda llalh sua ltu perlindunga ln ya lng diberikaln kepa ldal subyek 

hukum sesua li denga ln altura ln hukum, balik itu ya lng bersifa lt preventif 

                                                             
17

 Ibid, h. 60. 
18

 Ibid, h. 54. 
19

 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja 

Rusdakarya, 1993), h. 118. 
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malupun da llalm bentuk ya lng bersifa lt represif, ba lik ya lng seca lra l tertulis 

malupun tidalk tertulis dallalm ralngka l menega lkka ln pera lturaln hukum. 

Perlindunga ln hukum berkalitaln eralt denga ln ha lk seseoralng 

untuk beralda l dalla lm perlindungaln secalra l hukum daln halk alta ls ralsa l 

a lmaln. Ha ll ini suda lh tercalntum dallalm Pa lsa ll 28 huruf G Unda lng-

Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesial Talhun 1945 ya lng berbunyi : 

1) Setialp ora lng berha lk a lta ls perlindunga ln diri pribaldi, kelualrga l, 

kehormaltaln, malsya lra lka lt, malrtalba lt, daln ha lrtal bendal ya lng diba lwa lh 

kekualsa la lnnya l, sertal berhalk alta ls ralsa l alma ln daln perlindunga ln dalri 

a lncalmaln ketalkutaln untuk berbualt a ltalu tida lk berbualt sesua ltu ya lng 

merupalka ln halk a lsa lsi. 

2) Setialp ora lng berha lk untuk beba ls da lri penyiksa la ln a ltalu perlalkua ln 

ya lng merendalhka ln dera ljalt malrtalba lt ma lnusial da ln berha lk 

memperoleh sualkal politik dalri nega lral la lin. 

Pa lsa ll 28 huruf G Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik 

Indonesia l Talhun 1945 bermalkna l balhwa l setialp walrga l nega lra l berhalk 

a ltals perlindunga ln dalri Nega lra l balik balgi dirinya l sendiri, kelualrga l, 

kehormaltaln malupun malrta lbalt daln ha lrtal bendal ya lng dia l miliki dibalwa lh 

kekualsa la lnnya l. Setialp ora lng memiliki halk a ltals ra lsa l alma ln daln 

perlindunga ln dalri a lda lnya l a lncalma ln untuk berbualt a ltalu bertindalk ya lng 

tidalk sesua li denga ln halk a lsa lsi malnusia l. 

Pa lda l da lsa lrnya l perlindunga ln hukum tidalk membedalkaln 

terhalda lp kalum prial malupun wa lnital. Indonesial seba lga li nega lral hukum 
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berdalsa lrka ln palnca lsilal ha lruslalh memberikaln perlindunga ln hukum 

terhalda lp wa lrga l malsya lra lka ltnya l ka lrena l itu perlindunga ln hukum tersebut 

a lkaln melalhirkaln penga lkua ln daln perlindunga ln ha lk a lsa lsi malnusial 

da llalm wujudnya l seba lga li ma lkhluk individu da ln malkhluk sosia ll da llalm 

wa lda lh nega lral kesaltua ln ya lng menjunjung tinggi sema lnga lt 

kekelualrga la ln demi mencalpa li kesejalhterala ln bersa lmal. 

Denga ln demikialn dalla lm usalha l merumuskaln prinsip 

perlindunga ln hukum balgi ra lkya lt berda lsa lrkaln palnca lsilal, dialwa lli 

denga ln ura lialn tentalng konsep da ln dekla lralsi tentalng ha lk-ha lk a lsa lsi 

malnusia l. Pa lncalsilal dijaldika ln sebalga li da lsa lr ideologi daln da lsa lr fallsa lfalh 

Nega lra l ba lngsa l Indonesia l. Oleh ka lrena l itu penga lkua ln terhalda lp ha lrka lt 

da ln malrtalba lt malnusia l ba lngsa l Indonesial buka lnlalh ha lsil sua ltu 

perjualnga ln berta lhun-ta lhun tetalpi penga lkualn itu seca lral intrinsik 

melekalt pa ldal pa lncalsilal ya lng tercermin dalla lm silal- sila lnya l. 

Perlindunga ln hukum ya lng diberika ln ba lgi ra lkya lt Indonesia l 

merupalka ln implementalsi a ltals prinsip penga lkua ln daln perlindungaln 

terhalda lp ha lrkalt da ln ma lrtalba lt malnusia l ya lng bersumber pa lda l pa lnca lsilal 

da ln prinsip Nega lra l hukum ya lng berda lsa lrka ln Pa lncalsila l. Setialp ora lng 

berhalk mendalpaltka ln perlindunga ln dalri hukum. Ha lmpir seluruh 

hubunga ln hukum ha lrus menda lpa lt perlindunga ln da lri hukum. Oleh 

ka lrenal itu terdalpa lt balnya lk ma lcalm perlindunga ln hukum. 
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2. Teori Halk Ciptal 

Perkembalnga ln ha lk ciptal telalh berlalngsung da lla lm kurun walktu 

ya lng pa lnjalng berda lsa lrka ln alspek halk keka lya la ln intelektuall. Terdalpa lt 

dua l konsep ha lk ciptal ya lng sa lling mempenga lruhi sa ltu sa lma l la lin ya litu 

Copyrights ya lng bera lsa ll dalri Inggris da ln nega lra l ya lng menga lnut sistem 

Common Lalw da ln konsep Droid d’A luteur ya lng berkembalng di 

Pera lncis daln nega lra l ya lng menga lnut Civil Lalw.
20

 

Penga ltura ln pa ldal konsep copyrights lebih berfokus pa lda l alspek 

perlindunga ln halk dalri palral penerbit alkibalt terdalpa lt permalsa llalha ln 

mengena li dalri a lktivitals pengga lnda la ln buku ya lng tida lk sa lh. Ketentualn 

tersebut dalpalt ditemukaln pa ldal Dekrit Stalr Chalmber di talhun 1556 

ya lng isinya l menitikberaltka ln palda l izin percetalka ln daln tidalk setialp 

ora lng da lpa lt mencetalk buku talnpal da lsa lr hukum ya lng resmi. Kemudia ln 

da llalm dekrit ini juga l dialtur perlindunga ln terhaldalp halk penerbit dalri 

tindalka ln pengga lnda la ln tidalk sa lh melallui A lct of Alnne 1709 da ln 

seka lligus merupalka ln peletalk da lsa lr konsep modern dalri halk ciptal.
21

  

Konsep ya lng dia lnut dalri droit d’aluteur berbedal denga ln konsep 

perlindunga ln copyrights. Konsep ini lebih menekalnkaln sua ltu 

perlindunga ln alta ls ha lk-ha lk penga lra lng da lri tindalka ln ya lng dia lngga lp 

da lpalt merusalk reputalsinya l. Konsep ini jelals sejallaln denga ln konsep 

pa ldal a lliraln hukum a llalm ya lng menega lska ln balhwa l sua ltu ka lrya l ciptal 

                                                             
20

 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2018), h. 

29. 
21

 Peter Dharos, A Philosophy of Intellectual Property, (Sydney: Dart, 1996), h. 24. 
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a ldalla lh perwujudaln tertinggi (allter ego) da lri penciptal. Da llalm konsep 

ini setialp penciptal memiliki halk a lla lmialh untuk da lpa lt memalnfa la ltkaln 

ciptalalnya l. Konsep droit d’aluteur berkemba lng pesa lt setelalh terjaldinya l 

revolusi Pera lncis di talhun 1789. Da lla lm konsep ini meletalkka ln dalsa lr 

penga lkua ln tidalk ha lnya l melallui halk ekonomi dalri penciptal, na lmun juga l 

terdalpa lt halk morall.
22

 

Da llalm dunial internalsiona ll, halk ciptal juga l telalh dialtur melallui 

beberalpa l konvensi internalsionall seba lga li berikut: 

a. Berne Convention 

Berne Convention for the Protection of Literalry alnd 

A lrtistic Works (Konvensi Berne) merupalka ln perjalnjialn 

internalsionall ya lng perta lmal da ln tertual tenta lng ha lk ciptal pa lda l talhun 

1886 da ln telalh menga lla lmi berbalga li peruba lhaln. Berne Convention 

sejaltinya l dipra lka lrsa li oleh sepuluh nega lra l ya lng menja ldi pesertal a lsli 

da ln dialwa lli oleh tujuh negalra l (Denmalrk, Jepalng, Luxemburg, 

Mona lco, Monotengoro, Norwegia l, Swedial) ya lng kesemualnya l 

sepa lkalt menjaldi pesertal alksesi denga ln mena lndalta lnga lni nalska lh a lsli 

Konvensi Berne. Pa ldal ta lhun 2006, peserta l perjalnjialn internalsionall 

ini mencalpali jumlalh kenalggota la ln 155 nega lra l ya lng dida lla lmnya l 

termalsuk Almerika l Serikalt.
23

 

 

                                                             
22

 M. Djumhana, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1993), h. 38. 
23

 Abdul Bari Azed, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Dirjen HAKI, 

2006), h. 405. 
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b. Universall Copyright Convention 

Universall Copyright Convention (UCC) pertalmal ka lli 

disa lhkaln da ln dita lndalta lnga lni di Jenewal pa lda l 1952 da ln mula li 

berlalku a lktif palda l 1955 hingga l kemudialn mendalpa ltkaln revisi di 

Pa lris pa lda l 1971. UCC dibentuk berda lsalrka ln ga lga lsa ln da lri nega lra l 

a lnggota l Konvensi Berne ya lng menginginka ln ha ldirnya l perja lnjialn 

internalsionall a llternaltif untuk menalri nega lral la lin seperti Almerikal 

Serikalt ya lng tida lk menjaldi negalra l alnggotal palda l Konvensi Berne 

ka lrenal sebelumnya l menga lngga lp jika l konvensi tersebut tida lk 

selalra ls denga ln nega lra l merekal. Da llalm UCC terdiri dalri 21 Pa lsa ll 

da ln 3 Protokol.
24

 

Da llalm a lspek halk ciptal, ketentualn monumentall dalla lm UCC 

a ldalla lh mengena li formallitals berupal kewa ljibaln setialp ka lrya l ya lng 

ingin dilindungi ha lrus memberikaln ta lndal © disertali denga ln na lmal 

penciptalda ln talhun ciptalaln tersebut ketika l dipublikalsika ln. Simbol 

ini menunjukkaln ba lhwa l ka lrya l tersebut tela lh dilindungi denga ln ha lk 

ciptal nega lral a lsa llnya l da ln telalh terdalftalr oleh perlindunga ln halk 

ciptal.
25

 

c. TRIPs A lgreement 

Tralde Relalted Alspects of Intellectuall Property Rights 

(a lspek-a lspek perdalga lnga ln ya lng berta llialn denga ln ha lk kekalya la ln 

                                                             
24

 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 220. 
25

 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan 

Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 43. 
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intelektuall) altalu TRIPs a lda llalh konvensi ya lng dida lsa lri paldal sa llalh 

sa ltu isu dallalm persetujualn GAlTT (Genera ll Algreement on Talriff 

a lnd Tralde) pa ldal perputa lraln di Urugua ly ya lng menga ltur 

perlindunga ln halk keka lya la ln intelektuall secalra l globa ll. Konvensi ini 

telalh memiliki 147 nega lra l a lnggota l ya lng dibentuk untuk menga ltur 

perlindunga ln kekalya la ln intelektuall menjaldi seralga lm seca lral 

internalsionall.  

d. WIPO Copyright Trealty 

WIPO Copyright Trealty (WCT) merupa lka ln sa llalh sa ltu da lri 

produk World Intellectuall Property Orgalnizaltion (WIPO) ya lng 

memiliki tujualn untuk memberikaln perlindunga ln internalsionall 

terhalda lp halk ciptal sebalga li ja lwa lbaln terha ldalp perkembalnga ln da ln 

kemaljualn di bidalng teknologi informa lsi seperti internet daln 

berbalga li peruba lhaln di bidalng kehidupa ln sosia ll. WCT disa lhkaln 

bertepaltaln denga ln sida lng WIPO di Jenewa l palda l 1996. 

Indonesia l sendiri balru mengena ll konsep ha lk ciptal pa ldal 

a lwa ll talhun 1980-a ln tepaltnya l setelalh malsa l revolusi hingga l talhun 

1982. Sebelumnya l, Indonesia l ma lsih mengguna lka ln produk hukum 

pemerintalh koloniall Bela lndal ya lng berna lmal “A luterursweet 1912” 

sa lmpali kemudialn diga lntikaln denga ln ketentualn hukum pertalma l di 

Indonesia l tentalng ha lk cipta l ya litu Unda lng-Unda lng Nomor 6 Ta lhun 

1992 tentalng Ha lk Cipta l. Indonesia l juga l turut menyempurna lkaln 

UU Ha lk Cipta l palda l talhun 1987 melallui Unda lng-Unda lng Nomor 7 
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Talhun 1987 tentalng Peruba lha ln Unda lng-Unda lng Nomor 6 Ta lhun 

1982 ya lng menguba lh ketentualn untuk membaltalsi pemba ljalka ln 

terhalda lp ciptala ln. Palda l talhun 1987 kemudialn disempurnalka ln 

kemballi denga ln pemberlalkualn Unda lng-Unda lng Nomor 12 Ta lhun 

1997 tentalng Ha lk Cipta l ya lng dida lsa lrka ln palda l keikutsertala ln 

Indonesia l di da lla lm TRIPs da ln pembentukaln orga lnisa lsi WTO 

(World Tralde Orga lnizaltion). 

Ka lrena l Indonesia l menjaldi nega lral pesertal WTO, ma lkal 

dibebalni kewa ljibaln untuk meraltifikalsi Konvensi Berne mela llui 

Keputusa ln Presiden Nomor 18 Ta lhun 1997 tentalng Pengesa lha ln 

Berne Convention for the Protection of Literalry alnd A lrtisctic 

Wokrs da ln WIPO Copyright Trealty mela llui Keputusaln Presiden 

Nomor 19 Talhun 1997 tentalng Pengesa lha ln WIPO Copyright 

Trealty sehingga l Indonesia l kemudialn kemballi merevisi UU Ha lk 

Ciptal melallui Unda lng-Unda lng Nomor 19 Talhun 2002 tentalng Ha lk 

Ciptal. Sehingga l, jika l ditalrik ga lris seja lralhnya l hingga l sa la lt ini 

Indonesia l telalh memiliki empalt Undalng-Unda lng ya lng menga ltur 

ha lk ciptal ya litu UU No. 6 Talhun 1982, UU No. 7 Talhun 1987, UU 

No. 12 Talhun 1997, UU No. 19 Talhun 2002, daln ya lng teralkhir UU 

No. 28 Ta lhun 2014. 

Definisi dalri ha lk ciptal menurut Palsa ll 1 a lngka l 1 UU No. 19 

Talhun 2002 Tentalng Ha lk Cipta l ya litu ha lk ekslusif balgi penciptal 

a ltalu penerimal ha lk ciptal untuk mengumumkaln a ltalu memperbalnya lk 
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ciptalalnya l a lta lu memberikaln izin denga ln tida lk mengura lngi 

ketentualn da lla lm undalng-unda lng ya lng berlalku. Definisi tersebut 

kemudialn diperkualt oleh UU No. 28 Ta lhun 2014 tentalng Ha lk 

Ciptal ya lng enga lta lkaln ba lhwa l halk ciptal a lda llalh halk esklusif penciptal 

ya lng timbul secalra l otomaltis berdalsa lrka ln prinsip deklalraltif setelalh 

sua ltu ciptalaln diwujudka ln da llalm bentuk nya lta l ta lnpa l mengura lngi 

pembaltalsa ln sesua li dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

unda lnga ln. 

Objek perlindunga ln halk ciptal di dalla lm Pa lsa ll 40 UU Ha lk 

Ciptal mencalkup: 

1) Buku, pa lmflet, perwa ljalha ln, ka lrya l tulis ya lng diterbitkaln, da ln 

semual ha lsil kalrya l tulis la linnya l; 

2) Ceralma lh, kulialh, pidalto, daln ciptalaln sejenis lalinya l; 

3) Alla lt peralga l ya lng dibua lt untuk kepentinga ln pendidikaln daln 

ilmu pengetalhualn; 

4) La lgu da ln/a lta lu musik dengaln a ltalu ta lnpal teks; 

5) Dra lmal, dra lmal musikall, talri, koreogra lfi, pewalya lnga ln, da ln 

pa lntonim; 

6) Ka lrya l seni rupal da llalm sega llal bentuk seperti lukisaln, ga lmba lr, 

ukiraln, ka lligra lfi, seni palhalt, pa ltung, a ltalu kolalse; 

7) Ka lrya l seni teralpa ln; 

8) Ka lrya l a lrsitektur; 

9) Petal; 
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10) Ka lrya l seni ba ltik altalu seni motif lalin; 

11) Ka lrya l potogra lfi; 

12) Potret; 

13) Ka lrya l sinema ltogra lfi; 

14) Terjemalhaln, ta lfsir, sa lduraln, bunga l ra lmpa li, ba lsis dalta l, alda lptalsi, 

a lralnsemen, modifikalsi da ln kalrya l la lin da lri ha lsil tralnsformalsi. 

Terhalda lp halk alpa l saljal ya lng dimiliki oleh penciptal pa ldal 

da lsa lrnya l terbalgi menjaldi dual, ya litu halk morall daln ha lk ekonomi. 

Kedua l ha lk tersebut merupalkaln ha lk esklusif ya lng dimiliki oleh 

penciptal untuk memalnfa laltkaln da ln menikmalti halk ciptal tersebut. 

Melallui UU Ha lk Ciptal ya lng dimalksud perbua ltaln halk ekslusif ya litu 

“mengumumkaln da ln memperbalnya lk” termalsuk dia lntalra lnya l 

menerjemalhkaln, menga lda lptalsi, menjuall, menga lra lnsemen, 

menga llihwujudkaln, menyewa lka ln, mengimpor, a ltalu 

mempertunjukkaln kepaldal publik melallui sa lralna l a lpalpun. 

Kegia lta ln mengumumkaln ciptala ln da lpalt dilalkuka ln melallui 

pembalcala ln, penyia lra ln, penjuallaln, pengedalra ln, a ltalu penyeba lra ln 

ciptalaln denga ln mengguna lka ln medium alpa lpun termalsuk internet 

a ltalu melalkukaln calra l a lpalpun sehingga l ciptala ln tersebut kemudialn 

da lpalt diba lcal, didenga lr, da ln dilihalt oleh ora lng la lin. Kemudialn a lrti 

memperbalnya lk a lda llalh menalmbalhka ln jumlalh ciptala ln ba lik secalral 

keseluruhaln malupun balgia ln ya lng sa lnga lt substa lnsia ll denga ln 

mengguna lka ln ba lha ln-ba lha ln ya lng sa lma l malupun tida lk sa lmal, 
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termalsuk didallalmnya l menga llihwujudkaln secalra l permalnen altalu 

ba lhkaln temporer. 

Kemudia ln ciptala ln ya lng bersumber da lri halsil krealsi a lkall 

da ln budi seora lng ma lnusia l pa lda l a lkhirnya l mela lhirkaln a lpa l ya lng 

disebut sebalga li halk ciptal daln melekalt pa ldal diri seoralng penciptal 

a ltalu pemega lng ha lk ciptal, sehingga l na lntinya l juga l lalhir halk 

ekonomi (economic rights) daln ha lk mora ll (mora ll rights). Ha lk 

ekonomi merupalka ln sua ltu ha lk untuk mendalpa ltkaln ma lnfa lalt 

ekonomi secalral penuh da lri ciptalalnya l, a lta lu ha lk untuk mengizinka ln 

a ltalu melalralng ora lng la lin untuk mengumumka ln daln a ltalu 

memperbalnya lk ciptala lnya l. 

Sementalral ha lk mora ll alda llalh ha lk ya lng melekalt pa ldal diri 

penciptal a ltalu pelalku ya lng tida lk da lpa lt dihilalngka ln a ltalu diha lpus 

talnpa l a llalsa ln a lpa lpun, meskipun halk ciptal a lta lu halk terka lit telalh 

dilalkuka ln proses penga llihaln. Da lla lm halk morall berisi mengenali 

lalra lnga ln untuk melalkuka ln perubalhaln terha ldalp isi ciptalaln, judul 

ciptalaln, na lmal penciptal, da ln ciptalaln itu sendiri. Ha lk mora ll dallalm 

Konvensi Berne secalra l ga lris besa lr berisi ketentualn ba lhwa l penciptal 

memiliki halk untuk menuntut halsil ciptala lnya l da ln mengaljuka ln 

keberaltaln a ltals sega lla l penyimpa lnga ln, pemotonga ln, alta lu perubalhaln 

lalin a ltalu tindalka ln-tindalka ln ya lng da lpa lt menurunkaln kua llitals da lri 

sua ltu kalrya l da ln da lpa lt merusalk reputalsi dalri penciptal. 
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3. Teori A lrtificiall Intelligence 

Kecerda lsa ln bualtaln a ltalu Alrtificiall Intelligence (AlI) da lpa lt 

dikaltegorika ln seba lga li kema lmpualn komputer digitall a ltalu robot ya lng 

dikendallikaln melallui peralngka lt komputer untuk dalpalt melalkukaln 

tuga ls ya lng umumnya l berka litaln denga ln malkhluk cerdals. Definisi ini 

sering diguna lka ln untuk pekerjala ln pengemba lnga ln sistem ya lng 

didalla lmnya l menga lndung ka lra lkteristik intelektuall malnusia l, seperti 

kemalmpualn berna llalr, memperoleh malkna l, menggenera llisalsi, ba lhkaln 

belaljalr da lri pengalla lmaln di malsa l lallu. Ha ll tersebut diperkualt oleh 

pendalpa lt alhli Russel daln Norvig ya lng menyebut ba lhwa l dalla lm 

kehidupaln seha lri-ha lri, istilalh AlI la lzim diguna lka ln untuk 

mendeskripsikaln mesin (altalu komputer) ya lng meniru fungsi kognitif 

da ln dialsosia lsika ln malnusia l dengaln pikiraln malnusial, seperti belalja lr daln 

memecalhkaln ma lsa llalh. 

Terkalit denga ln definisi secalra l resmi hingga l sa la lt ini belum aldal 

pengertialn AlI ya lng diterimal daln disepalka lti secalra l universa ll. Nalmun, 

Ha la lg da ln Keen memberikaln sebualh ga lga lsa ln balhwa l AlI a ldalla lh sualtu 

bidalng studi ya lng berhubunga ln denga ln proses pena lngka lpa ln, 

pemodelaln, da ln penyimpa lnaln kecerdalsa ln malnusia l dalla lm sebualh 

sistem teknologi sehingga l sistem tersebut da lpalt memfalsilitalsi berbalga li 

proses penga lmbilaln keputusa ln ya lng bia lsa lnya l dila lkukaln oleh malnusia l. 
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26
Kemudia ln John Mc Chalrty juga l menera lngka ln ba lhwa l AlI a lda llalh 

ba lgia ln dalri ilmu komputer ya lng memiliki model proses berpikir 

malnusia l da ln mendesalin mesin hingga l da lpalt menirukaln perilalku 

malnusia l.
27

 

Berda lsa lrka ln berbalga li definisi terhalda lp AlI dia ltals, ma lkal peneliti 

mencobal mendefinisikaln AlI sendiri seba lga li berikut : “Sua ltu teknologi 

ya lng bera lsa ll da lri progra lm komputer denga ln berba lsis da lta l ya lng 

bertujualn untuk melalkukaln berba lga li ha ll seperti berpikir, mengelolal, 

hingga l membualt keputusaln selalya lknya l malnusia l. Sehingga l da lpalt 

dikalta lkaln ba lhwa l teknologi AlI memiliki kemalmpualn ya lng cerda ls da ln 

calnggih serta l da lpalt terus belaljalr melallui daltal ya lng diperoleh untuk 

mengha lsilkaln tindalka ln ya lng ba lhka ln ja luh lebih balik dalri malnusia l.  

Secalra l teknis AlI merupa lka ln sa llalh sa ltu bidalng ilmu komputer 

ya lng bertujualn untuk membualt peralngka lt lunalk da ln peralngka lt kerals 

ya lng diguna lka ln untuk da lpa lt menirukaln beberalpa l fungsi ota lk ma lnusial 

a ltalu bida lng ilmu komputer ya lng mempelaljalri proses otomaltisa lsi 

tingka lh lalku seca lral cerdals (intelligent). Pa lda l talhun 2021 hingga l 

seka lralng terja ldi peningka ltaln terha ldalp ketersediala ln daltal, 

keterhubunga ln, da ln da lya l komputa lsi ya lng memungkinka ln untuk 

melalkukaln inova lsi da lla lm malchine lealrning, neurall networks, da ln deep 
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 Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, Kecerdasan Buatan, (Jakarta: Halaman Moeka 

Publishing, 2013), h. 2. 
27

 Muhammad Dahria, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Jurnal Saintikom 

STMIK Triguna Dharma, Vol. 5, No. 2 (2008), h. 185. 
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lealrning. Ha ll tersebut jugal didukung oleh pendalna laln da ln optimisme 

da lri palra l alhli untuk terus melalkuka ln penelitialn terhaldalp teknologi AlI.  

Ba lhka ln ta lnpal disa ldalri ba lhwal sa la lt ini AlI tela lh haldir di 

kehidupaln malnusia l sehalri-ha lri da ln diteralpka ln dalla lm berbalga li a lktivita ls 

ya lng memudalhka ln kehidupaln malnusia l seperti: 

1) Pengena lla ln obyek wa ljalh melallui sistem ponsel (falce recognition); 

2) Pengena lla ln ucalpaln / pendeteksialn sua lra l melallui alsisten sua lral 

seperti Google Alssista lnt, Allexa l, hingga l Siri; 

3) Pembalya lra ln elektronik; 

4) Penerjemalha ln balha lsa l; 

5) Melalkuka ln pendaltala ln di medial sosia ll; 

6) Rekomendalsi produk daln memudalhka ln pencalrialn pa ldal a lplikalsi e-

Commerce, da ln lalin sebalga linya l. 

Selalin kegia lta ln dialta ls, AlI ya lng merupalka ln sebua lh bida lng ilmu 

komputer daln didedikalsikaln untuk mengembalngka ln mesin ya lng da lpa lt 

meniru daln melalkuka ln tuga ls seperti malnusia l juga l meralmbalh ke 

berbalga li a lplikalsi modern. Contohnya l seperti pengenallaln sua lra l, wa ljalh, 

ba lhkaln ke ra lna lh rekrealsi seperti robot ya lng da lpa lt berma lin caltur, tenis 

mejal, hingga l musik tela lh membualt impialn da lri peneliti menjaldi 

kenya lta laln. 

Jikal dikalitkaln denga ln a lspek filosofis, AlI da lpa lt dika ltalka ln 

terbalgi menjaldi dua l tipe besalr ya litu AlI lemalh (wealk A lrtificiall 

Intelligence) daln AlI kua lt (strong Alrtificiall Intelligence). Sebalga li AlI 
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lemalh, mesin dalri progra lm komputer bekerjal seba lga li ma lnusial ya lng 

memberikaln sya lra lt balhwa l progra lmmer memiliki kendalli secalral 

lalngsung da ln penuh a ltals sistem. Sistem AlI lemalh tidalk sepenuhnya l 

dikalta lkaln otonom da ln tidalk cerdals, ka lrena l memalng ditujukaln untuk 

membalntu malnusia l. Sementalra l untuk proses input daln output 

didalsa lrka ln palda l malnusial ya lng menja llalnka ln progra lm AlI. Da lla lm hall ini 

terhalda lp perlindunga ln ha lk ciptal da lpalt dika ltalka ln ba lhwa l AlI lemalh tida lk 

memiliki malsa lla lh ka lrenal keterlibaltaln ma lnusial sa lnga lt besa lr seba lga li 

pengenda lli dalri teknologi tersebut. 

La lin la lgi ha llnya l denga ln AlI kua lt ya lng ma lmpu berpikir kalrenal 

didalsa lrka ln pa ldal metode daln teknologi malchine lealrning sehingga l 

da lpalt bekerjal daln menga lmbil kesimpulaln melallui balsis da ltal. Sehingga l 

menjaldikaln AlI jenis ini memiliki kemalmpualn berpikir seperti 

malnusia l. Pa lda l dalsa lrnya l, sistem AlI kua lt ya lng memiliki kemalmpua ln 

untuk memproses dalta l input kemudialn mengha lsilkaln output berupal 

ciptalaln memiliki penga lruh ya lng sa lnga lt besa lr terhalda lp kehidupaln 

malsya lra lka lt. Sistem ya lng terka lndung di da llalm AlI kua lt memiliki 

potensi ya lng besa lr untuk diguna lka ln di berbalga li a lktivitals ma lnusia l, 

ba lhkaln diperkiralkaln jika l sistem AlI ini a lka ln melalkuka ln lebih balnya lk 

pekerjalaln ya lng tida lk da lpa lt altalu ingin dila lkuka ln oleh malnusial di ma lsal 

ya lng a lka ln da ltalng. 

Sa llalh sa ltu contoh ya lng cukup terkenall dalri model AlI kua lt 

terdalpa lt palda l perusa lhala ln musik ya lng beralsa ll da lri Inggris berna lmal 
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JukeDeck daln telalh dialkusisi oleh TikTok. JukeDeck memproduksi 

musik denga ln mengguna lka ln teknologi Ja lringa ln sa lralf denga ln model 

tirualn da ln menyedia lkaln la lya lna ln musik AlI kepa lda l pela lngga lnnya l untuk 

diguna lka ln di berbalga li keperlua ln seperti bisnis da ln ga lme. Sistem AlI ini 

menga lnda llkaln ja lringa ln sa lra lf tirualn untuk mengha lsilka ln musik denga ln 

belaljalr da lri contoh potonga ln musik kla lsik da ln mengha lsilka ln berbalga li 

jenis musik ya lng lengka lp seba lga li respon dalri input ya lng diberikaln 

talnpa l a ldalnya l da lta l alta lu malsuka ln dalri ma lnusial. Da lri contoh tersebut 

da lpalt ditalrik benalng mera lhnya l ba lhwa l AlI denga ln sistem ya lng kua lt 

malmpu mengha lsilkaln ka lrya l seni di bida lng ya lng memerlukaln 

perlindunga ln terhalda lp ha lk ciptal. 

4. Teori Hukum Progresif 

Teori di dalla lm ilmu hukum, menempa lti kedudukaln ya lng 

penting sebalga li sua ltu salra lna l untuk meralngkum da ln memalha lmi 

malsa lla lh denga ln lebih balik. Ha ll-ha ll ya lng a lwa llnya l ta lmpalk tidalk sa lling 

berkalitaln bisa l dipa ldukaln sa ltu sa lma l lalin menjaldi sa ltu kesaltua ln ya lng 

mempunya li ma lknal. Mengorga lnisir da ln melalkukaln sistemalsi a ltals 

malsa lla lh, menjaldi calra l balgi teori untuk menjelalska ln sua ltu malsa llalh.
28

 

Teori hukum progresif dipopulerkaln oleh Sa ltjipto Ralha lrdjo. 

Pa lda l dalsa lrnya l progesif beralsa ll dalri ba lhalsa l Inggris ya litu progress ya lng 

beralrti malju. Progessive merupalka ln kaltal sifa lt ya litu sesualtu ya lng 
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bersifalt ma lju.
29

 Hukum progresif memiliki a lrti hukum ya lng bersifa lt 

malju. Secalra l ha lrfialh ya litu falvouring new, modern ideals, halppening or 

developping stealdly (menyongsong ke a lra lh ya lng ba lru, ga lga lsa ln 

modern, peristiwal a ltalu perkembalnga ln ya lng ma lju) a lta lu berha lsra lt malju, 

selallu (lebih), daln meningka lt.
30

 

Hukum progresif menurut Saltjipto Ralha lrdjo aldalla lh hukum 

ya lng mela lkukaln pembebalsa ln, ba lik da llalm ca lral berpikir malupun 

bertindalk dallalm hukum, sehingga l ma lmpu membialrka ln hukum itu 

menga llir untuk menuntalska ln tuga lsnya l menga lbdi kepalda l ma lnusial da ln 

kemalnusia laln. Hukum hendalknya l ma lmpu mengikuti perkembalnga ln 

za lma ln, malmpu menjalwalb perubalha ln za lmaln denga ln sega lla l dalsa lr di 

da llalmnya l, sertal malmpu melalya lni kepentinga ln malsya lra lka lt denga ln 

menya lnda lrka ln palda l alspek morallitals da lri sumber dalya l malnusial 

penega lk hukum itu sendiri.
31

 

Hukum menurut Sa ltjipto Ralha lrdjo dibentuk untuk malnusial, 

buka ln malnusial untuk hukum, hukum berputalr di setialp kehidupaln 

malnusia l, sehingga l suda lh seha lrusnya l tujua ln penciptalaln hukum a ldalla lh 

untuk pemenuhaln halk-ha lk da lsa lr malsya lra lkalt.
32

 Demi memenuhi halk 

da lsa lr malsya lra lka lt itu dibutuhkaln pengembalnga ln hukum ya lng terus 

menerus sesuali perkembalnga ln za lma ln. Pemikiraln pengembalnga ln 
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produk hukum ya lng progresif menurut Sa ltjipto Ralha lrdjo lebih 

menekalnkaln pa ldal a lspek dehumalnisalsi terha ldalp produk-produk hukum 

ya lng a lka ln disusun. Hukum ha lrus dikomposisikaln untuk malnusia l, 

buka ln seballiknya l. Denga ln demikialn, malnusia l ditempaltkaln paldal 

sebua lh titik sentrall hukum. Ha ll ini beralrti; kebalha lgia la lnnya l, 

kesejalhteralalnnya l, ra lsa l kea ldilalnnya l, da ln sebalga linya l menja ldi pusalt da lri 

kepedulialn hukum, Hukum ha lnya l menja ldi sa lralna l untuk menjalmin daln 

menjalga l berbalga li kebutuhaln malnusia l. Hukum ya lng tida lk malmpu 

menjalmin tujualn ya lng demikialn, ma lkal ha lrus dilalkuka ln sua ltu upa lya l 

konkret terhalda lp hukum tersebut, termalsuk dilalkuka ln penalta laln da ln 

penyusuna ln kemba lli.
33

 

Reformalsi di bidalng hukum memalng membutuhkaln wa lktu 

ya lng la lmal daln pelalksa lnala ln ya lng rumit da ln kompleks, kalrenal tidalk 

mungkin da lpa lt dialta lsi denga ln memperba liki salla lh sa ltu ba lgia ln da lri 

unsur-unsur hukum. Perbalikaln ha lruslalh dilalkuka ln secalra l keseluruhaln, 

meliputi talha lp formulalsi (pembualtaln pera lturaln perundalng-unda lnga ln), 

talha lp a lplikalsi (peneralpa ln hukum) daln talha lp eksekusi (penegalka ln 

hukum).
34

 

Upa lya l pemba lrua ln hukum juga l perlu terus dikembalngka ln 

melallui kegialtaln-kegia lta ln non hukum ya lng mendukung 

penyelengga lra laln hukum, seperti peningka lta ln pengetalhua ln daln 
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kepaltuha ln hukum, kesalda lra ln hukum, pa lrtisipalsi da ln pera ln sertal wa lrga l 

malsya lra lka lt da llalm penega lka ln hukum, daln perlu alda lnya l peningka lta ln 

pemberdalya la ln (empowering) ma lsya lra lka lt dalla lm penyelengga lra la ln 

hukum sesua li denga ln ha lk a lsa lsi ma lnusialnya l. Hukum ya lng a lda lptif 

dihalra lpka ln malmpu memberikaln kepalstialn hukum sertal menjalwa lb 

keresalha ln malsya lra lka lt alta ls munculnya l teknologi-teknologi ba lru, talk 

terkecualli da llalm perlindunga ln ha lk ciptal a lta ls ka lrya l seni ya lng 

dihalsilka ln oleh AlI Alrt Generaltor di bidalng ha lk ciptal. 

Mochtalr Kusuma la ltmaldja l memberikaln definisi tentalng hukum 

ba lhwa l hukum sehalrusnya l tida lk dipalnda lng ha lnya l seba lga li a lsa ls-a lsa ls 

ya lng menga ltur kehidupaln malnusia l di malsya lra lka lt, tetalpi juga l halrus 

dilengka lpi denga ln lembalga l (institutions) da ln proses (process) ya lng 

bertujualn untuk mewujudkaln hukum menjaldi sua ltu kenya lta laln. 

Pemikiraln belialu didalsa lri oleh pemikiraln Roscoe Pound ya litu “lalw als 

al tool of al sociall engineering” altalu didefinisikaln ba lhwa l hukum 

menjaldi sa lralna l pembalnguna ln ya lng berfungsi seba lga li sua ltu a llalt ya lng 

menga ltur altalu penya llur a lra lh alktivitals ma lnusial denga ln meningkaltka ln 

pembalnguna ln a ltalu pembalrua ln.
35

 

Ma lsih menurut Mochtalr Kusuma la ltmaldjal, hukum memiliki 

peraln penting dalla lm pembalnguna ln da ln perubalhaln sosia ll. Ia l 

menekalnkaln ba lhwa l hukum ha lrus menja lga l a lga lr peruba lha ln berla lngsung 
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denga ln tertib daln teraltur. Ini bera lrti ba lhwa l sa lla lh sa ltu fungsi kla lsik 

hukum alda llalh menciptalkaln ketertibaln ya lng diperlukaln untuk memulali 

pembalnguna ln. Hukum tidalk boleh dilihalt seba lga li sesua ltu ya lng sta ltis 

da ln tertingga ll da lri perubalha ln, tetalpi ha lrus menjaldi penga lwa ll da ln 

pendorong perubalha ln. Denga ln kalta l la lin, hukum halrus menjaldi 

penggera lk utalmal (the prime mover), buka ln pengikut (the follower), 

da lri pembalnguna ln. Mochta lr Kusuma la ltma ldjal juga l menyebut hukum 

seba lga li a llalt pembalhalrua ln daln pengeta lhua ln ya lng berma lnfa lalt ba lgi 

malsya lra lka lt. Ia l menjelalska ln balhwa l hukum memiliki fungsi dinalmis 

seba lga li a llalt perubalhaln, buka ln seba lga li objek palsif ya lng terus diuji oleh 

perubalha ln.
36

 

Hukum keka lya la ln intelektuall palda l alwa ll kehaldiralnnya l, tidalk 

lalhir dalri kesalda lraln a lkaln da lmpalk penga lturaln kekalya la ln intelektuall 

terhalda lp perkembalnga ln teknologi informa lsi, khususnya l komputer. Ha ll 

ini menjaldi waljalr, kalrena l teknologi informalsi sendiri merupalkaln 

bidalng ya lng ba lru muncul di dunial palda l alba ld ke-20. Ra lmesh Chalndral, 

memberikaln palnda lnga lnnya l tenta lng ma lnfa lalt eral digita ll balgi nega lra l-

nega lra l berkembalng. Denga ln a lda lnya l internet, kital da lpa lt menikmalti 

malnfa la lt berupal a lkses ke sumber informalsi ba lru, a lkses ke sa lra lna l ilmu 

pengeta lhualn ya lng lebih luals. Na lmun, ial juga l menunjukkaln balhwa l eral 

digita ll juga l da lpa lt membalha lya lka ln perkembalnga ln ilmu pengeta lhua ln, 

terutalmal ketikal penciptal mengkla lim halk ciptalnya l seca lra l berlebihaln 
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denga ln memalnfala ltkaln teknologi, seperti contoh aldalnya l paly-per-view 

da llalm a lkses beberalpa l sumber ilmu pengeta lhua ln ya lng menga lndung 

ha lk ciptal ora lng la lin.
37

  

Tokoh alktivis Almerika l Serikalt, John Perry Ba lrlow, 

menya lta lka ln pendalpa ltnya l terka lit penga lruh eral digita ll seperti internet 

terhalda lp kekalya la ln intelektuall. Ia l berpenda lpalt ba lhwa l pihalk-piha lk ya lng 

berwenalng da lla lm membualt regula lsi hukum di bidalng keka lya la ln 

intelektuall, tidalk seha lrusnya l memperketa lt alturaln-a ltura ln ya lng da lpa lt 

menga lncalm kebebalsa ln berekspresi di internet terkalit halk ciptal. 

Menurutnya l, pengetalta ln alturaln kekalya la ln intelektuall alka ln mengha lmbalt 

perkembalnga ln pengetalhua ln kalrena l malnusia l alka ln talkut untuk 

mengguna lka ln ciptalaln ora lng la lin, khalwa ltir alka ln diguga lt oleh pemilik 

ha lk ciptal. Oleh ka lrenal itu, ial menga ltalka ln balhwa l pemalnfa la ltaln 

kekalya la ln intelektuall di internet alka ln berjallaln sta lgna ln jikal dialtur 

denga ln ca lral ya lng monoton. Na lmun ia l juga l menekalnkaln ba lhwa l 

pemalnfa laltaln ciptala ln oralng la lin ha lruslalh ha lnya l untuk tujualn tertentu 

sa ljal, misa llnya l untuk tujua ln ilmu pengetalhua ln.
38

 

Internet telalh membalwa l ba lnya lk peruba lha ln terkalit perlindungaln 

kekalya la ln intelektuall, pertukalra ln informalsi ya lng sa lnga lt cepalt membualt 

a lkses tidalk terbaltals pa ldal wilalya lh tertentu sa ljal. Konten-konten ya lng 
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sa lling terkoneksi ini, merupalkaln sa lla lh sa ltu bentuk konten ya lng ha lrus 

dilindungi alspek keka lya la ln intelektuallnya l. Hukum ba lga lima lnalpun 

calra lnya l, ha lruslalh da lpalt diteralpka ln dallalm melindungi sega llal bentuk 

kekalya la ln intelektuall ya lng bereda lr beba ls di dunial internet. 
39

 

5. Naltura ll Right Theory 

Alla lsa ln pa lling da lsa lr untuk dilalkukalnnya l perlindungaln hukum 

kekalya la ln intelektuall a ldalla lh ka lrenal seseora lng telalh memberikaln 

pengorba lna ln wa lktu da ln tena lga l untuk melalkukaln sua ltu penciptala ln. 

Oleh kalrena l itu, ial berhalk untuk memiliki alpa l ya lng tela lh ial ciptalkaln. 

Seora lng penciptal pun mempunya li halk untuk mengontrol pengguna la ln 

da lri idenya l.
40

 Teori ini salnga lt eralt denga ln kejujuraln daln kea ldilaln.
41

 

Seseora lng a lka ln dialngga lp tida lk jujur daln tidalk a ldil alpa lbilal mencuri 

usa lha l oralng la lin talnpa l terlebih dalhulu menda lpaltka ln izin dalrinya l.  

Penda lpalt mengenali Nalturall Right Theory sa lnga lt dekalt denga ln 

pendalpa lt John Locke. Da lla lm bukunya l ya lng berjudul “The Second 

Trealtise of Government”, John Locke menya lta lka ln ba lhwa l sega llal 

sesua ltu di bumi ini mulalnya l dimiliki oleh umum. Segalla l sesualtu itu 

da lpalt diguna lka ln alpalbilal telalh melallui proses. Oleh kalrenal itu, ketikal 

seseora lng menga lmbil sesua ltu ya lng telalh tersedial di bumi daln denga ln 
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talnga lnnya l ial memproses sesualtu itu, malkal sesua ltu itu jaldi 

kepunya la lnnya l. John Locke sa lnga lt menekalnka ln pentingnya l 

memberikaln pengha lrga la ln pa lda l oralng ya lng ya lng telalh berkorba ln untuk 

menemukaln da ln memproses sesualtu.
42

 Secalra l alla lmi, oralng tersebut 

pa lntals untuk mendalpa ltkaln ha ldialh alta ls proyek krea ltifitalsnya l, na lmun 

juga l tida lk beralrti mutlalk ka lrenal ha lrus seimbalng terha ldalp ya lng ha lk-

ha lk lalin seperti menjalmin a lga lr ha lk a ltals milik bersa lmal tidalk 

terga lnggu.
43

  

Terdalpa lt 2 unsur utalmal da lri Nalturall Right Theory dialntalra lnya l 

First Occupalncy daln Al Lalbor Justificaltion. First Occupalncy memiliki 

malkna l ba lhwa l seseoralng ya lng menemuka ln alta lu menciptalkaln sesua ltu 

berhalk seca lral mora ll terhalda lp pengguna la ln eksklusif da lri temualn a lta lu 

ciptalalnnya l tersebut. Kemudia ln A l Lalbor Justificaltion mendorong a lga lr 

seseora lng ya lng telalh berusalha l menciptal berhalk alta ls halsil dalri 

usa lha lnya l tersebut. Alda lpun ya lng dimalksud denga ln ha lsil dalri usalha lnya l 

ini alda llalh ha lk ekonomi.
44

 

6. Utilitalrialn Theory 

Teori ini merupalka ln bentuk kritik ya lng diga lga ls oleh Jeremy 

Bentha lm terhalda lp Nalturall Right Theory. Jeremy Benthalm 

menga lngga lp ba lhwa l Naltura ll Right Theory halnya l da lpa lt diteralpkaln pa ldal 
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pemberialn ha lk mutlalk balgi inventor, ta lnpa l dipertimbalngka lnnya l ha lk 

kepalda l malsya lra lka lt. Menurut teori ya lng diusung Jeremy Benthalm ini, 

ha lk kekalya la ln intelektuall tidalklalh dialngga lp seba lga li ha lk allalmialh 

seseora lng, melalinkaln diberikaln untuk menjalmin kepentinga ln ekonomi 

malsya lra lka lt seca lral lua ls. Ha ll ini menyeba lbkaln pendukung utilitalrialn 

mendorong nega lra l a lga lr menga ldopsi kebijalka ln ya lng da lpa lt 

memalksimallkaln kebalha lgia la ln malsya lra lka ltnya l.
45

  

Menurut Jeremy Bentha lm, hukum bertujua ln untuk memberikaln 

kemalnfa laltaln da ln keba lhalgia la ln terbesalr kepa ldal ma lsya lra lka lt secalra l luals. 

Jaldi, konsep dalri teori ini alda llalh meleta lkkaln kemalnfa lalta ln sebalga li 

tujualn utalma l hukum. Kema lnfala ltaln tersebut dalpa lt diukur dalri a ldalnya l 

kebalha lgia ln ya lng sebesa lr-besa lrnya l ba lgi seba lnya lk-ba lnya lknya l ora lng. 

Penilalialn balik-buruk da lri sualtu hukum salnga lt terga lntung pa ldal alpa lka lh 

hukum malmpu memberikaln keba lha lgia la ln kepa ldal ma lsya lra lka lt selua ls-

lualsnya l a lta lu tidalk. Kemalnfa la ltaln menurut teori ini dialrtikaln sa lmal 

seba lga li kebalha lgia la ln.  

Pemilik kekalya la ln intelektuall berhalk a ltals nila li ekonomi 

dikalrena lkaln temualnnya l ya lng memiliki nilali sosia ll, na lmun demi 

menjalmin kebalha lgia la ln malsya lra lka lt seluals-lua lsnya l, muncul 

pembaltalsa ln-pemba ltalsa ln terhalda lp ha lk eksklusif pemega lng keka lya la ln 
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intelektuall.
46

 Sela lin itu, sua ltu kalrya l pa lda l ma lsa lnya l a lka ln menjaldi public 

domalin untuk mendorong terciptalnya l ka lrya l ba lru.
47

 Perlindungaln HKI 

buka lnlalh ya lng teruta lmal, melalinkaln kemalnfa la ltaln ya lng lebih besa lr 

a ldalla lh ya lng teruta lmal. 

 

B. Penelitialn Terdalhulu 
 

Berda lsa lrka ln pencalrialn peneliti terhalda lp temal a ltalu topik serupal 

ya lng dila lkukaln melallui medial internet, peneliti menemukaln penulisaln 

hukum ya lng bertema l tentalng Hukum Keka lya la ln Intelektuall daln Alrtificiall 

Intelligence, ya litu seba lga li berikut: 

1. “Perlindunga ln Hukum a lta ls Ciptala ln ya lng Diha lsilka ln oleh Kecerdalsa ln 

Bua lta ln”, penulisaln hukum berbentuk skripsi ini ditulis oleh Michelle 

Sta lnsha l, malha lsiswa l Universita ls Ha lsa lnuddin Ma lkalssa lr, pa lda l talhun 2021. 

Ha lsil da lri penelitialn tersebut ditemuka ln balhwa l ciptala ln yаng 

diciptаkаn oleh Alrtificiall Intelligence tidаk memenuhi konsep subjektif 

dаri sualtu ciptalaln, nаmun memenuhi konsep objektif dalri sua ltu ciptala ln 

yаng kаrenаnyа bisa l jaldi alkaln memperoleh pelindungaln hаk ciptа. Doktrin 

Works Ma lde for Hire da lpa lt diguna lkaln sebalga li solusi dima lnal sistem 

A lrtificiall Intelligence alka ln dialngga lp seba lga li ka lrya lwa ln. Skripsi ini 

memalng membalha ls mengena li dalpalt a lta lu tidalknya l sua ltu ka lrya l ya lng 
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dihalsilka ln Alrtificiall Intelligence dilindungi ha lk ciptal, nalmun skripsi ini 

berbedal denga ln penelitialn ya lng dila lkuka ln oleh peneliti. Skripsi ini 

berfokus pa lda l a lnallisis ya lng dida lsa lrkaln pa lda l Hukum di Indonesia l da ln 

doktrin Works Malde for Hire, seda lngka ln a lnallisis da llalm Penelitialn Hukum 

ini pendekaltaln ya lng dila lkuka ln peneliti tida lk mengguna lka ln doktrin Works 

Malde for Hire, melalinkaln peneliti lebih berfokus pa ldal doktrin pengguna la ln 

ya lng wa lja lr da ln prinsip-prinsip halk ciptal di Indonesia l. 

2. “Perlindunga ln Hukum alta ls Invensi A lrtificiall Intelligence di Eral Revolusi 

Industri 4.0 & Society 5.0”, Penulisaln hukum berbentuk tesis ini ditulis 

oleh Ga llih Dwi Ra lmaldha ln, ma lhalsiswa l Universita ls Isla lm Indonesia l, pa ldal 

talhun 2022. 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan atas 

paten terhadap teknologi Artificial Intelligence dapat diwujudkan 

menggunakan teori Patheic Dot/New Chicago School yang dicetuskan 

oleh Lawrensce Legsig. Dalam tesis ini, memberikan rekomendasi 

terhadap pembaharuan hukum paten nasional melalui Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan dikeluarkannya sebuah buku 

pedoman mengenai Artificial Intelligence. Objek penelitian ini mengarah 

kepada salah satu perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu paten 

terhadap teknologi Artificial Intelligence. Dalam hal ini memberikan 

rekomendasi melalui diubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu 

objek kajiannya merupakan Artificial Intelligence. Namun, peneliti 
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mengambil aspek lain dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

yaitu hak cipta. 
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BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

 

A. Jenis Penelitialn 
 

Jenis penelitialn ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn ini ya litu jenis 

penelitialn yuridis norma ltif,
48

 ya litu melalkuka ln penelitialn terhalda lp 

Unda lng-Unda lng Ha lk Ciptal, mengka lji subjek daln objek hukum dallalm 

hukum perdaltal. Peneliti jugal mengguna lkaln fa lktal sekunder melallui 

penelusuraln literaltur seperti buku-buku mengena li Ha lk Keka lya la ln 

Intelektuall, Alrtificiall Intelligence, Ha lk Ciptal, sertal a lrtikel jurnall nalsiona ll 

da ln internalsionall ya lng memualt ka lsus-ka lsus hukum da ln penda lpa lt pa lral a lhli 

ya lng berka litaln denga ln pokok permalsa llalha ln ya lng diba lha ls. 

B. Pendekaltaln Penelitialn 
 

Da llalm penelitialn hukum ini, peneliti mengguna lka ln dua l pendekalta ln 

da llalm ha ll pengumpulaln da ltal. Perta lmal, pendekaltaln perunda lng-unda lnga ln 

(staltute alprroalch) ya lng mengka lji peraltura ln perundalng-unda lnga ln ya lng 

berkalitaln denga ln ha lk ciptal da ln AlI seba lga li alcualn da lsa lr dallalm melalkuka ln 

penelitialn. Kedua l, pendekalta ln konseptua ll (conseptuall alprroalch) ya lng 

dimulali denga ln melalkuka ln identifikalsi terhalda lp prinsip-prinsip a lta lu 

pa lndalnga ln doktrin ya lng suda lh a lda l kemudialn memunculkaln ga lga lsa ln ba lru 

mengena li konsep ideall perlindunga ln hukum altals ha lk ciptal terhalda lp AlI di 

Indonesia l. 
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C. Jenis Dalta l daln Sumber Daltal 
 

Jenis dalta l ya lng diguna lka ln da llalm penelitia ln hukum ini alda llalh da ltal 

sekunder. Da ltal sekunder a lda llalh da lta l ya lng diperoleh da lri sua ltu sumber 

ya lng suda lh dikumpulkaln oleh pihalk la lin. Peneliti dallalm penelitialn ini 

mengumpulkaln da lta l melallui kegia ltaln studi dokumen ya lng berka litaln 

denga ln topik penelitialn. Da ltal sekunder ya lng peneliti guna lka ln dialntalra lnya l 

seba lga li berikut:
49

 

1. Ba lha ln Hukum Primer  

Bahan hukum primer ya litu ba lha ln-ba lha ln hukum ya lng memiliki 

kekualta ln mengikalt, ya lng da lla lm penelitialn ini terdiri dalri normal a ltalu 

ka lidalh da lsa lr, peralturaln da lsa lr, peraltura ln perundalng-perunda lnga ln, 

ba lhaln hukum ya lng tida lk dikodifikalsika ln, yurisprudensi. Peneliti 

mengguna lka ln ba lha ln hukum primer ya lng terkalit dengaln penelitialn ini 

termalsuk pa ldal Unda lng-Unda lng Nomor 28 Talhun 2014 tentalng ha lk 

Ciptal, Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Perda ltal, da ln Calse Lalw. 

2. Ba lha ln Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ya litu balha ln hukum ya lng memberikaln 

penjelalsa ln mengena li balha ln hukum primer, dialntalra lnya l na lska lh 

a lkaldemik dalri Unda lng-Unda lng Nomor 28 Talhun 2014 tentalng Ha lk 

Ciptal, buku-buku hukum, ma lka llalh, a lrtikel da llalm jurnall-jurna ll hukum 

ya lng berka litaln denga ln A lrtificiall Intelligence daln ha lk ciptal, sertal ha lsil 

ka lrya l da lri alhli hukum lalinnya l. 
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3. Ba lha ln Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ya litu mencalkup balha ln-ba lha ln ya lng 

memberikaln petunjuk daln penjelalsa ln terha ldalp ba lhaln hukum primer 

da ln ba lhaln hukum sekunder. Ba lha ln hukum tersier ya lng diguna lka ln 

peneliti dalla lm penelitialn ini berupal Ka lmus Besa lr Ba lha lsa l Indonesia l, 

Ka lmus Besa lr Hukum, Ka lmus Ba lha lsa l Inggris-Indonesia l, da ln berital-

berital balik nalsiona ll daln internalsionall di medial cetalk daln digitall ya lng 

berkalitaln denga ln topik dalla lm skripsi ini. 

D. Teknik Pengumpulaln Daltal 
 

Peneliti mengguna lka ln teknik daltal studi kepustalkala ln untuk 

memperoleh daltal sekunder dallalm penelitia ln ini. Ha ll ini dilalkuka ln dengaln 

calra l mengumpulkaln daltal ya lng dilalkuka ln melallui daltal tertulis denga ln calra l 

membalcal, mengka lji, daln mempelaljalri ba lha ln-ba lha ln referensi ya lng 

berkalitaln denga ln ma lteri untuk mendalpa ltka ln dalta l sekunder.
50

 

E. Alnallisis Daltal 
 

Metode alnallisis ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn hukum ini alda llalh 

deskriptif kuallitaltif. Alna llisis kuallitaltif ya litu menga lnallisis daln mengola lh 

da ltal berda lsa lrkaln pengeta lhua ln da ln pemalha lmaln peneliti terhaldalp da lta l-da ltal 

ya lng telalh diperoleh mengena li identifika lsi AlI, keduduka ln hukum AlI 

da llalm hukum halk ciptal di Indonesial, ma lsa llalh-ma lsa llalh ya lng timbul altals 

ciptalaln ya lng diha lsilkaln oleh AlI, serta l rumusa ln hukum ya lng dira lsa l ideall 

da llalm menempaltkaln AlI di pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln terka lit halk ciptal 
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di Indonesia l, ya lng dina lra lsika ln hingga l diperoleh sua ltu kesimpulaln 

penelitialn ya lng menja lwa lb rumusaln ma lsa lla lh daln tujualn penelitialn.  
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BAlB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpula ln 
 

Kesimpula ln ya lng diperoleh berdalsa lrka ln pembalha lsa ln da ln halsil 

penelitialn ya lng tela lh diura likaln da llalm ba lb sebelumnya l a lda lla lh seba lga li 

berikut: 

1. Menurut UU Ha lk Cipta l Indonesia l, kalrya l seni rupal ya lng diha lsilkaln oleh AlI 

A lrt Generaltor belum memenuhi sya lra lt sebalga li ciptala ln ya lng berha lk alta ls 

perlindunga ln halk ciptal. Ha ll ini disebalbka ln tidalk alda l perlualsa ln malknal 

penciptal ya lng dia lkui undalng-unda lng ha lk ciptal di Indonesia l terhalda lp 

ciptalaln ga lmba lr ya lng diha lsilka ln AlI A lrt Generaltor. Indonesia l tidalk 

memiliki penga lturaln ya lng tega ls mengena li dalpalt alta lu tidalknya l ciptalaln 

ga lmba lr ya lng diha lsilkaln A lI Alrt Generaltor dilindungi halk ciptal. Ka lrya l 

ya lng diha lsilkaln da lpalt sa ljal memenuhi unsur ciptalaln da llalm Pa lsa ll 40 UU 

Ha lk Cipta l, na lmun tidalk a lda l ketentualn ya lng menga ltur mengena li penciptal 

malupun ja lngka l wa lktu perlindungalnnya l.  

2. Ius constituendum penga lturaln perlindunga ln ciptala ln ga lmbalr ya lng 

dihalsilka ln AlI A lrt Generaltor di Indonesial semestinya l memenuhi tujualn 

hukum berupal kea ldilaln, kema lnfala ltaln da ln kepa lstialn hukum. Da lla lm ra lngka l 

memenuhi unsur kealdilaln daln kepalstialn hukum, malka l penga lturaln halk 

ciptal di Indonesial perlu menga lkomoda lsi penga lkualn ciptalaln ga lmba lr 

seba lga li ciptala ln ya lng dilindungi (copyrightalble work) sehingga l da lpa lt 

diberikaln perlindunga ln halk ciptal. Piha lk-piha lk ya lng terlibalt seperti 
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developer daln pengguna l semestinya l mendalpa ltkaln penga lkua ln seba lga li 

penciptal da ln pemega lng ha lk ciptal. Kemudialn, da llalm ralngka l memenuhi 

unsur kemalnfa lalta ln malkal perlu dilalkuka ln pembalta lsa ln jalngka l wa lktu 

perlindunga ln halk ciptal alta ls ka lrya l ya lng diha lsilka ln AlI A lrt Generaltor. 

Berda lsa lrka ln Alna llisa l ya lng dima lksud, perlu disusun penga lturaln ya lng detalil 

da ln konkrit sehingga l memberikaln kepalstia ln hukum. 

B. Salraln 
 

Berda lsa lrka ln kesimpulaln ya lng dija lbalrka ln di a lta ls, ma lkal peneliti 

mencobal memberikaln sa lra ln, ya litu seba lga li berikut: 

1. Pemerintalh, alka ldemisi, daln pra lktisi hukum halrus terus mengga lla lkka ln 

ka ljialn daln diskusi a lta ls perkembalnga ln teknologi AlI sehingga l na lntinya l AlI 

da lpalt dialtur secalra l spesifik dalla lm peraltura ln perundalng-unda lnga ln 

Indonesia l. Belum a ldalnya l kepa lstia ln hukum berupal penga lturaln ya lng 

spesifik terkalit perlindungaln ha lk ciptal a lta ls AlI, membualt a ldal 

kesimpalngsiura ln da lla lm menempaltka ln AlI di da lla lm sistem hukum halk 

ciptal Indonesia l. Ha ll ini menurut peneliti tidalk sela lrals denga ln sema lnga lt 

hukum progresif ya lng dicetuskaln Sa ltjipto Ra lhalrdjo. Hukum ha lrus terus 

berkembalng da ln beralda lptalsi. Hukum la lh ya lng ha lrus menyesua lika ln diri 

denga ln perkembalnga ln za lma ln, buka ln seballiknya l: ma lsa llalh-ma lsa lla lh 

malsya lra lka lt modern ya lng ha lrus dijejallkaln secalra l pa lksa l alga lr mua lt ke da llalm 

sistem hukum ya lng la lmal. 
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2. UU Ha lk Cipta l menurut peneliti perlu dialda lkaln peruba lhaln terutalma l ya lng 

berkalitaln denga ln unsur orisinallitals da ln fiksa lsi ciptala ln, jikal memalng ingin 

menga lkui kalrya l seni rupa l ya lng diha lsilka ln AlI A lrt Generaltor sebalga li 

ciptalaln ya lng da lpa lt dilindungi halk ciptal. Na lmun jikal AlI cukup dipa lnda lng 

seba lga li objek hukum halk ciptal salja l, Ma lkal AlI cukup dia lngga lp sebalga li 

progra lm komputer ya lng disa lma lka ln kedudukalnnya l denga ln softwalre 

alssisted tools sejenis seperti Photoshop daln lalin-la lin. 
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